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Abstrak

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan
industrial yang berkeadilan. Perwujudan peran Negara adalah dapat
dijalankan melalui dijalankannya fungsi pemerintah secara optimal, salah
satunya di bidang hubungan industrial. Tu'aan penelitian ini adalah untuk
merumuskan framework peran negara dalam menciptakan hubungan
industn‘auang berkeadilan, agar dapat memperkecil dampak negatif dari
keadaan hubungan industrial yang tidak kondusif. Penelitian hukuminiadalah
kualitatif dengan menggunakan pendekatanresearch and development.
Hasil penelitian adalah adanya peran negara dalam menciptakan hubungan
industrial yang berkeadilan dapat diwujudkan dalam dilaksanakannya tiga
fungsi Negara. Fungsi negara membuat aturan, melakukan pengawasan
dan menegakkan aturan hukum akan dapat dijalankan apabila menerapkan
prinsip hukum yang baik dalam proses pembuatan substansi dan prosedur
aturan hukum terkait hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan.

Kata kunci: hubungan industrial, fungsi Negara, adil, kondusif, trust.

Pendahuluan

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan industrial
yang berkeadilan (Munandar, 2008). Hubungan industrial pada dasarna adalah
hubungan kerja. Hubungan Kkerja timbul karena adanya perjanjian kerja antara
pemberi kerja dan pekerja. Hubungan kerja atau hubungan industrial akan kondusif
apabila antara para pihak telah timbul trust(Tanti Kirana Utami, 2013). Sayangnya
seringkali dalam pelaksanaan hubungan kerja atau hubungan industrial dapat
terjadi sengketa atau perselisihan antar para pihaknya (Charda, 2017).

Perselisihan atau sengketa hubungan kerja/ hubungan industrial yang tidak
terselesaikan dapat menimbulkan kerugian harta benda sampai pada hilangnya
nyawa (Suhandi, 2017). Keadaan hubungan industrial yang tidak kondusif pasti
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akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal, nasional dan
universal (Pedju, 2016).

Dampak negatif atas akibat dari keadaan hubungan industrial yang tidak
kondusif, akan dapat diatasi dengan adanya aturan hukum terkait hubungan industrial
yang berkeadilan bagi para pihaknya. Pemberi kerja, pekerja sebagai pihak inti dari
hubungan industrial, harus saling berusaha mewujudkan trust dalam melaksanakan
hubungan kerja/hubungan industrial (Ningsih, Musadieq, Utami, Administrasi, &
Brawijaya, 2015). Upaya memujudkan trust akan lebih mudah dijalankan apabila
ada aturan terkait substansi dan prosedur yang mengimplementasikan prinsip
hukum yang baik (Alexandri & Zahra, 2017). Penelitian hukum ini menggunakan
pendekatan statute approach.

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas muncul permasalahan yaitu bagaimana framework peran negara
dalam menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan, agar dapat memperkecil
dampak negatif dari keadaan hubungan industrial yang tidak kondusif?

Diskusi dan Pembahan

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan industrial
yang berkeadilan. Peran Negara diwujudkan dalam diajalankannya fungsi negara
oleh pemerintah (Usman, 2015). Fungsi pemerintah dalam kehidupan bemegara,
secara umum ada tiga yaitu mengatur, mengawasi dan menegakkan aturan hukum.
Rumusan fungsi pemerintah dalam hubuan industrial yang diatur dalam Pasal
102 UU 13/2003 sedikit berbeda, yaitu memberikan pelayanan, melaksanakan
pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan. Fungsi pertama adalah memberikan
pelayanan, bukan membuat aturan seperti dalam parameter fungsi negaa sevara
umum. Seringkali fungsi pemerintah belum dapat dirasakan secara maksimal oleh
pelaku hubungan industrial dan masyarakat (Hadistianto, 2017).

Pengertian hubungan industrial

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara
para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.: Tidak

ada interpretasi otentik dari pengertian hubungan industrial ini dalam penjelasan
! Lihat Pasal 1 angka 15 UU 13/2003
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pasal demi pasal dari UU 13/2003. Dinyatakan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal
pada Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 33 “Cukup Jelas”. Pengertian ini
membutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait substansi dan prosedurnya.
Substansi hubungan industrial terdiri atas dua kajian yaitu subyek hukum yang ada
dalam sistim hubungan hukum dan ocbyek hukum dari hubungan industrial (Tobing,
2018). Kajian prosedur akan sangat penting ketika berada dalam tataran upaya
menegakkan hak yang timbul dan telah hilang sebagian atau seluruhnya dari
hubungan industrial yang dilakukan.

Subyek hukum hubungan industrial

Bagi masyarakat batasan subyek hukum hubungan industrial teramat sempit, yaitu
pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah. Hanya menetapkan “pengusaha”
bukan pemberi kerja. Hanya menetapkan Pekerja/buruh, belum menyentuh Serikat
Pekerja, Federasi Serikat Pekerja atau Konfederasi Serikat Pekerja. Tiga subyek
hukum yang ditetapkan belum menyentuh masyarakat sebagai subyek hukum yang
perlu mendapat perlindungan hukum juga.

Pengertian pengusaha ditetapkan sebagai orang perseorangan, persekutuan,
atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ; ...yang
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; ...yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan ...yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.?

Syarat disebut sebagai pengusaha adalah hanya mereka yang menjalankan
usaha. Batasan ini juga menimbulkan multitafsir. Akan ada perbedaan persepsi dari
ahli ekonomi yang memandang siapa pengusaha. Begitu pula akan ada perbedaan
persepsi dari ahli hukum terkait batasan pengusaha, misalnya terkait dengan besar
modal usaha (Situmorang, 2015). Ada kriteria usaha mikro, kecil dan menengah
dalam UU No 20/ 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu :

Kriteria Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah
lamiliki kekayaan bersih | Maksimal Lebih dari lebih dari Rp500.000.000
(tidak termasuk tanah dan | Rp50.000.000 Rp50.000.000 s.d. s.d. Rp10.000.000.000
bangunan tempat usaha) Rp500.000.000
memiliki hasil penjualan | Maksinfg) Lebih dari lebih dari
tahunan Rp300.000.000 | Rp300.000.000 s.d. Rp2.500.000.000 s.d.

Rp2.500.000.000 Rp50.000.000.000

Seharusnya subyek hukum dalam hubungan industrial adalah pemberi kerja* bukan
pengusaha' agar semua pekerja di Indonesia mendapat perlindungan yang sama

2 Lihatsal 1 angka 5 UU 13/2003.
i Lihatsal 1 angka 14 UU 13/2003
B Lihat Pasal 1 angka 15 UU 13/2003
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dengan maksimal, tanpa membedakan pekerja formal dan informal. Untuk saat ini,
perlu dipikirkan perlindungan terhadap mereka yang melakukan hubungan hukum
kemitraan berdasarkan perjanjian tak bernama (dalam Burgerlijk Wetboek).

Subyek hukum dalam hubungan industrial yang kedua adalah pekerja/
serikat pekerja. Apa parameter pekerja yang mendapat perlindungan hukum dari
UU 13/20037? Pekerja yang bekerja pada pengusaha atau pekerja yang bekerja
pada semua pemberi kerja? Masih dillema. Belum semua pekerja yang terikat
dalam hubungan kerja mendapat perlindungan hukum. Hanya pekerja yang
bekerja di sektor formal dan pengusaha yang dilindungi. Pekerja informal masih
jau dari mendapatkan perlindungan hukum. Contohnya upah minimum seharusnya
diterapkan kepada semua pekerja yang bekerja pada pemberi kerja (Sulistyaningrum
& Kumiawan, 2017). Kenyataannya belum semua pengusaha atau pemberi kerja
memberikan upah sebesar minimal upah minimum. Pekerja yang bekerja pada
pengusaha kecil atau di pedagang kaki lima, masih jauh dari mendapatkan upah
sebesar upah minimum. Akibatnya ancaman sanksi pelanggaran Pasal 90 UU
13/2003 belum dapat diterapkan kepada semua pemberi kerja (Budijanto, 2017).

Subyek hukum dalam hubungan industrial yang ketiga adalah pemerintah.
Fungsi pemerintah secara umum ada tiga yaitu membuat aturan, mengawasi
jalannya aturan dan melakukan penegakan hukum atas adanya pelanggaran aturan
(Hendrastomo, 2010), Sudahkah pemerintah melakukan hal ini? Apa fungsi aturan
hukum? Terkait hal ini perlu kita mengkaji ulang dasar filosofi hukum perburuhan
yaitu meningkatkan produktivitas yang seiring dengan peningkatan kesejahteraan
(Hadistianto, 2017). Produktivitas adalah tujuan dari pemberi kerja pada hubungan
industrial. Berbanding terbalik dengan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta
keluarganya (Royen, 2009). Pihak yang lemah untuk mendapat perlindungan
hukum tidak selalu pekerja. Suatu ketika pihak yang lemah dapat terjadi pada
pemberi kerja apabila pekerja memiliki kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang
lebih besar harus diselaraskan melalui pembuatan aturan hukum. Agar dapat terjadi
suatu kondisi yang kondusif (Y, 2017).

Obyek hukum dalam hubungan industrial hakekatnya adalah sama dengan
obyek hukum dalam hubungan kerja yaitu pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan
barang dan/atau jasa yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
Pekerjaan harus dilakukan berdasarkan perintah dari pemberi kerja. Di era Revolusi
4.0 makna pekerjaan dapat meluas, diperluakan perluasan parameter tentang
pekerjaan yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Seseorang dalam waktu yang

8 Lihat Pasal 1 angka 16 UU 13/2003
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sama dapat mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Hasil yang menjadi bagian
penting dari parameter dilakukannya suatu pekerjaan.

Prosedur Hubungan Industrial pada dasarnya merupakan upaya atau cara
yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak/ kepentingan yang terlanggar. UU
2/2004 membatasi prosedur di PHI hanya menggunakan hukum acara perdata
(Maswandi, 2017). Hal ini menempatkan alat bukti akta sebagai alat bukti utama
yang menduduki peringkat pertama (Bukido, 2016). Siapa yang mendalilkan dialah
yang harus dapat membuktikan. Alat bukti memang harus disiapkan sejak awal
sebagai antisipasi apabila salah satu pihak dirugikan (Muljono, 2014).

Alat bukti akta, mementingkan sisi formal. Kebenaran formal menjadi dasar
dari adanya kekuatan alat bukti akta/surat ini (Juanda, 2016). Seringkali dalam
kasus perburuhan, kekalahan di PHI karena kurang atau tidak cukup bukti formalnya.
Tidak dapat menyediakan alat bukti formal seringkali dari sisi pekerja. Mengapa?
Terkadang tidak dapat memberikan alat bukti formal karena pemberi kerja sengaja
atau lalai menyediakannnya. Mencatat setiap perniagaan atau hubungan hukum
juga diajarkan oleh Islam agar tercapai keadilan. Dalil atas pentingnya kebenaran
formal ada dalam QS Al Baqoroh ayat 282.

Terkait hal ini diperukan peran negara untuk membuat aturan yang
mewajibkan para pihak membuat atau menyediakan alat bukti secara bersama
dan berimbang. Dengan kata lain pengusaha/pemberi kerja harus memberikan alat
bukti terkait telah dilaksanakannya hubungan industrial. Contohnya, pengusaha/
pemberi kerja harus memberikan salinan perjanjian kerja, bukti penerimaan upah
kepada pekerja. Aturan yang mewajibkan ini tentunya harus diiringi dengan adanya
pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar.

Apabila sudah ada aturan yang mewajibkan penyediaan alat bukti tentang
telah dilaksanakannya hubungan kerja/hubungan industrial kepada pengusaha/
pemberi kerja dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya, maka fungsi kedua dari
pemerintah yaitu melakukan pengawasan dapat dilakukan oleh Disnaker setempat.
Penegakan setelah adanya tindakan pengawasan juga akan dapat dengan mudah
dilaksanakan (Hadistianto, 2017). Adanya peran negara dalam menciptakan
hubungan industrial yang berkeadilan dapat diwujudkan dalam dilaksanakannya
tiga fungsi Negara. Fungsi negara membuat aturan, melakukan pengawasan dan
menegakkan aturan hukum akan dapat dijalankan apabila menerapkan prinsip
hukum yang baik dalam proses pembuatan substansi dan prosedur aturan hukum
terkait hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan.
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Kesimpulan

Framework peran negara dalam menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan,
didasarkan pada tersedianya substansi dan prosedur terkait aturan, pengawasan
dan penegakan hubungan industrial yang berkeadilan agar dapat memperkecil
dampak negatif dari keadaan hubungan industrial yang tidak kondusif
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